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Abstract

Reporting of activities is still low, especially in reporting of a public nature to the public such as Renja and
LK]JIP. Lack of transparency of activities and programs of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir
Regency to the public so that the public knows the development of Rokan Hilir Regency. Public access to obtain
the necessary information is still low, such as the lack of access to find information. There are no regulations such
as Perda related to services. The number of officers is still lacking, especially in the service section, which can be
seen from the fairly long queues. Damaged tax service facilities and infrastructure such as the unkempt lobby.
The purpose of this research is to determine the application of Good Governance Principles in the Services of the
Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency and to determine the factors that influence the
Application of Good Governance Principles in the Services of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan
Hilir Regency.The informants in this study consisted of the Head of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of
Rokan Hilir Regency, Employees of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan Hilir Regency, Head of
Revenue Division, and the community receiving services from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Rokan
Hilir Regency. The data collection techniques used in this study were observation, interview, and document
techniques. Data analysis consisted of Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion
Drawing. Based on the results of the study on the Implementation of Good Governance Principles in the Services
of the Regional Revenue Agency of Rokan Hilir Regency, it is known that it has not been optimal. This is
influenced by supporting factors such as cooperation and communication, Availability of Resources, and
Technology Development, while inhibiting factors include Community Participation, Human Resources, Budget
Limitations, and Legal Uncertainty.
Keywords: Implementation, Good Governance, and Regional Revenue Agency

Abstrak

Pelaporan aktivitas yang masih rendah khususnya dalam pelaporan bersifat publikasi ke
masyarakat seperti Renja dan LKJIP. Minimnya transparansi kegiatan dan program Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui
perkembangan Kabupaten Rokan Hilir. Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh
informasi yang diperlukan seperti tidak adanya akses mencari informasi. Belum ada regulasi seperti
Perda terkait dengan pelayanan. Jumlah petugas yang masih kurang khususnya bagian pelayanan
hingga terlihat dari antrian cukup panjang. Sarana prasarana pelayanan pajak yang rusak seperti ruang
lobby yang tidak terawat. Tujuan penelitian mengetahui penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance
Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui faktor
yang mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda)Kabupaten Rokan Hilir, Pegawai Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Kabid Penerimaan, dan Masyarakat penerima layanan oleh Badan
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Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Analisis data dalam terdiri
dari Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil
penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir diketahui belum maksimal. Hal ini dipengarughi oleh Faktor
pendukung seperti kerjasama dan komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya, dan Pengembangan
Teknologi sedangkan faktor penghambat meliputi Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia,
Keterbatasan Anggaran, dan Ketidakpastian Hukum.

Kata Kunci:  Penerapan, Good Governance, Dan Badan Pendapatan Daerah

Pendahuluan

Strategi pembangunan di Indonesia pada tingkatan nasional maupun daerah akan
dapat berjalan dengan baik jika semua elemen yang ada di negara tersebut bekerja dan
berkolaborasi satu sama lain. Isu good governance disini mengantarkan sebuah jalan yang
dapat ditempuh untuk mengembangkan serta melaksanaakan strategi pembagunan nasional
dan daerah, karena governance merupakan suatu sistem pola interaksi dan kolaborasi antara
pemerintah dan swasta maupun masyarakat yang sering disebut dengan istilah kemitraan
dan telah dilakukan di berbagai sektor, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan
dan permasalahan sosial lainnya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan,
penyelenggaraan pendidikan dan tentunya dalam pengembangan strategi pembangunan
nasional maupun daerah yang nantinya akan dibahas dalam tulisan ini. Pola pengelolaan
program tersebut pada umumnya diarahkan untuk menemukan bentuk-bentuk yang tepat
dalam rangka memecahkan berbagai macam permasalahan dalam masyarakat atau mungkin
juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik
dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan aktor lain diluar pemerintah.

Menurut Edelman dalam Wibowo (2004: 5), Penerapan prinsip-prinsip good governance
sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur
negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good
governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan
pelayanan publik/tata pemerintahan yang lebih baik, disamping itu juga masih ada lapisan
masyarakat menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti
cenderung lamban, tidak profesional, serta biayanya mahal.

Prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah
bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai
dinamika perkembangan daerah dan nasional. RPJMD merupakan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Nasional.
RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Kepala daerah menyampaikan raperda tentang
RPJMD ke DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 bulan setelah
dilantik. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah
terpilih dilantik yang diharapkan benar-benar menjawab tantangan dan isu strategis daerah
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secara tepat sasaran dan mensejahterahkan masyarakat diwilayahnya. Oleh karena itu
dibutuhkan pendampingan penyusunan perencanaan yang tepat sasaran yang dituangkan
dalam sebuah dokumen perencanaan yang terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku. Hasil
dokumen RPJMD ini perlu menggambarkan capaian strategis setiap tahunnya selama lima
tahun dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah. Dengan demikian, kita akan
menghasilkan sebuah perencanaan dengan amplitudo unggulan yang dicapai secara
periodik dan terintegrasi, serta tidak lagi menjadi sekedar sebuah perencanaan yang datar.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11), Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir
Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan daerah merupakan unsur
yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan,
dipimpin oleh Kepala Badan dan melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada
Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah.

Untuk memenuhi tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
parameternya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dengan target dan realisasi sebagai
berikut : Indikator Kinerja Nilai AKIP BAPENDA Nilai AKIP Bapenda berdasarkan Laporan
Hasil Evaluasi Kinerja BAPENDA oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor :
08/R/LHE/INSP/2023 tanggal 16 Agustus 2023 adalah 72,65 dengan Tingkat Akuntabilitas
Kinerja BB.

Fenomena terkait dengan penerapan prinsip good governance dalam pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rokan Hilir berikut:

1. Pelaporan aktivitas yang masih rendah khususnya dalam pelaporan bersifat publikasi
ke masyarakat seperti Renja dan LK]JIP

2. Minimnya transparansi kegiatan dan program Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui
perkembangan Kabupaten Rokan Hilir

3. Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan
seperti tidak adanya akses mencari informasi

4. Belum ada regulasi seperti Perda terkait dengan pelayanan

5. Jumlah petugas yang masih kurang khususnya bagian pelayanan hingga terlihat dari
antrian cukup panjang

6. Sarana prasarana pelayanan pajak yang rusak seperti ruang lobby yang tidak terawat.

Berdasarkan hasil pemaparan pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian terkait dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi Publik

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang
dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas- tugas
pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif. Administrasi
publicc, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 4) adalah proses dimana
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sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,
mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan
publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan
bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator,
yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa,
yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa
masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa
saja yang diatur pemerintah.

Menurut Thoha dalam Banga (2018:14) bahwa kata administrasi asalnya dar ikata latin:
yaitu administrare. Ad sendiri berarti intensif, dan ministrare yang artinya memenuhi atau
melayani. Jadi adminisitrare ad berarti melayani atau memenuhi dengan intensif. Kalau
diambil kata dari bahasa Inggris jadi administration bila ditelaah lagi ke bahasa Indonesia
menjadi  administrasi. Jauh sebelum adanya terjemahan dalam bahasa Inggris, bagi
masyarakat Indonesia telah mengenal istilah administratie sebagai warisan jaman penjajahan
Belanda.

Menurut Banga (2018:15) administrasi dalam arti sempit adalah keseluruhan aktivitas
yang bersifat ketatausahaan, yaitu mencakup kegiatan surat-menyurat, mulai dari pencatatan
atau agenda surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan
pengarsipan surat, termasuk pencatatan dan pengolahan data berupa informasi yang
dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan
yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

Konsep Organisasi Publik

Menurut Winardi (2003 : 15) sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri
dari aneka macam elemen atau subsitem, diantara mana subsistem manusia mungkin
merupakan subsitem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling
berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran- sasaran atau tujuan — tujuan organisasi yang
bersangkutan.

Menurut Handoko (2011:167) pengorganisasian merupakan proses penyusunan
struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan
lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah stuktur
organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara
implentasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic
fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.
Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi
dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu
kompleks menuntut adanya kerjasama banyak organisai, birokrasi sebagai pelaksana sebuah
kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan
koordinasi yang baik.

Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue manajemen adalah suatu proses atau
kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Sedangkan definisi
Manajemen Publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman mengemukakan bahwa
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manajemen publik bukanlah scientific management meskipun sangat dipengaruhi oleh
scientific management . Manejemen Publik bukanlah policy analysis , bukanlah juga
administrasi publik. Manjemen publik adalah suat studi interdisipliner dari aspek-aspek
umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning,
organizing, dan controlling di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik
di sisi lain.

Manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat
pelaksana utama administrasi. Dalam Wibowo (2007:9) suatu organisasi dibentuk untuk
mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai secara efektif diperlukan manajemen yang
baik dan benar.

Konsep Penerapan

Menurut Wahab (2008: 63) penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan
baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan
sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam
masyarakat. Nurdin Usman (2002: 80) mengatakan bahwa implementasi mengarah pada
adanya kegiatan, tindakan, dan proses. Implementasi bukan hanya sekedar kegiatan,
melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan untuk
mencapai tujuan kegiatan.

Konsep Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan
warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Dalam konsep
governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang
menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa
layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan
yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran
negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar
pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto
Hetifa, 2003: 1).

Konsep governance bukanlah baru, konsep tersebut sama tuanya dengan peradaban
manusia. Secara sederhana governance berarti : “proses pembuatan dan pelaksanaan
keputusan”. Governance dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan
proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Governance juga dapat
diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti : corporate governance, international governance,
national governance dan local governance. Selama governance adalah proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai governance terpusat pada pelaku (aktor)
formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang
terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait. (G.H Addink, 2003: 9).

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun
kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant
Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan
yang dinginkan (Nugroho, 2003:158).
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Konsep Pelayanan

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) pelayanan adalah setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya sampara dalam
bukunya berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi
dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan
menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas pelayanan
yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama dalam pengoperasian bisnis
(Albrech dalam Sedarmayanti, 2009:243). Monir dalam Pasalong (2014:128) mengatakan
bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalu aktivitas orang lain secara
langsung. Menurut miftah thoha dalam Sedarmayanti (2009:243), pelayanan publik adalah
usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk
memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.

Konsep Good Governance

Definisi good governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan
salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik
(legal and political framework) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Ambar Teguh Sulistiyani,
2011:22).

Pengertian Mardiasmo (2018:23) mengungkapkan bahwa good governance adalah Suatu
pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang
sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi
dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin
anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-
aktivitas dalam dunia usaha.

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2013: 7)
menjelaskan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran
administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti

pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan

untuk diminta pertanggungan jawaban. Akuntabilitas (accountability) yaitu
berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas
dan kewenangannya masing-masing. Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah
untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan
dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat

pusat maupun daerah. Transparansi merupakan sebuah konsep yang menjamin bagi

masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam penyelenggaran
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pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta hasil yang
telah dicapai.

3. Keterbukaan
Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan
kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4. Aturan Hukum.
Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum
dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempubh.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini
adalah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir. Informan penelitian
terdiri dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Pegawai
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)Kabupaten Rokan Hilir, Kabid Penerimaan, dan
Masyarakat penerima layanan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan
Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik
observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari
Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan
Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Pengendalian dan Penerimaan, Pegawai
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir, dan Masyarakat penerima
layanan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa
indikator Transparansi tentang Good Governance dalam Pengurusan SKGR (Surat Keterangan
Ganti Rugi) Tanah di Kantor Camat Binawidya Kota Pekanbaru diketahui bahwa bahwa
transparansi pengurusan surat tanah di Kantor Camat Binawidya Kota Pekanbaru belum
berjalan maksimal karena tidak adanya akses yang diberikan kepada masyarakat dan jika
masyarakat bertanya kurang di respon dengan baik.

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir
Akuntabilitas

Pertanggungan jawaban pekerjaan terkait pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dalam bentuk memberikan pelayanan yang sesuai
dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Disisi lain masyarakat berharap ada perbaikan
infrastruktur pelayanan, seperti peningkatan fasilitas loket pelayanan dan pengadaan ruang
tunggu yang lebih nyaman.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
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Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diketahui Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang Pendapatan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Badan Pendapatan
Daerah menyelenggarakan fungsi:

(I) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pajak daerah, retribusi

daerah serta pendapatan daerah lainnya (pendapatan);

(2) Pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan dalam

hal penetapan target, penyelenggaraan pajak daerah dan evaluasi penerimaan;

(8) Pengkoordinasiaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

di bidang pendapatan;

(4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan;

() pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan di antara satuan

organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah;

(6) Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan antara lintas sektor guna

penggalian potensi penerimaan;

(7) Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kerja, dan

pelaporan kegiatan pendapatan daerah;

(8) Perumusan dan pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;

(9) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan

kewenangannya; dan

(10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan

perundangan-undangan

Kinerja para perangkat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menurut masyarakat bahwa kinerja
perangkat Bapenda sangat baik dalam memberikan informasi pertanggung jawaban serta
keterbukan dalam pelayanan yang diberikan. Namun segi waktu sebaiknya di perbaiki lagi
supaya bisa lebih cepat proses pelayanan untuk masyarakat. Sedangkan dari sosialisasi masih
perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak tau kalau ada peraturan atau
program baru.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan sosialisasi terkait
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah
Retribusi Daerah Dan Evaluasi Kepatuhan Wajib Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Dan Evaluasi
Kepatuhan Wajib Daerah memiliki beberapa poin penting yangh harus di ketahui oleh
masyarakat seperti pemungutan pajak dan retribusi, termasuk ketentuan umum, jenis pajak
dan retribusi, tata cara pemungutan, hingga sanksi bagi pelanggar. Pegawai Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelesaikan pelayanan sesuai jadwal SOP pelayanan masih
belum maksimal yang di lihat dari segi disiplin pegawai karena banyak pegwai tidak
ditempat saat jam pelayanan serta dari segi waktu penyelesaianya yang masih membutuhkan
waktu lama.

Transparansi
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Menurut Sedarmayanti (2013: 7) Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan
terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Transparansi merupakan sebuah
konsep yang menjamin bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi-informasi dalam
penyelenggaran pemerintah, seperti kebijakan yang ditetapkan, proses yang dilakukan, serta
hasil yang telah dicapai.

Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan transparansi pelayanan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir diketahui bahwa penyediaan
informasi yang jelas diberikan Bapenda untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan
adanya harapan dari masyarakat agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan yang
transparan dan akurat untuk masyarakat.

Bentuk transparansi informasi program kegiatan terkait pelayanan Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan Bapenda menyediakan informasi yang
transparan dalam bentuk, spanduk, media sosial dan lainnya. Selain itu menurut masyarakat
harus ada peningkatan dari akses informasi karena masih sulit mendapatkan informasi.

Keterbukaan

Menurut Sedarmayanti (2013: 7) Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak
transparan.

Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menyediakan
pengaduan masyarakat pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan
Hilir dengan bentuk menyediakan layanan pengaduan melalui website, kotak saran, nomor
handphone, email dan lainnya. Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten
Rokan Hilir dapat diandalkan dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir masih bisa diandalkan sesuai dengan SOP tapi harus ada
perubahan dari kedisplinan.

Pegawai menyampaikan informasi pelayanan secara benar kepada masyarakat bahwa
Bapenda memberikan penjelasan informasi yang jelas dan mudah dimengerti dengan sangat
baik. Namun ada komunikasi yang belum ada fasilitas khusus kecuali kalau kita bertanya
baru bisa dijelaskan.

Aturan hukum

Menurut Sedarmayanti (2013: 7) kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik
berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan
publik yang ditempuh.

Cara pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dalam
menginformasikan kepada masyarakat tentang kepastian waktu penyampaian pelayanan
informasi dapat diakses secara langsung dan tidak langsung seperti papan informasi website
media sosial dan lainnya. Sedangkan dari sisi kepastian waktu kadang tepat tapi kadang
masih  belum tepat waktu. Kesediaan pegawai Badan pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir untuk membantu masyarakat dalam pelayanan Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan selalu memberikan pelayanan
yang baik dan bersedia membantu sesuai dengan prosedur pelayanan Bapenda. Selain itu
Bapenda Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan pelayanan baik dan profesional yang
sesuai dengan SOP.

1055
Nasrul Al Ghifari' dan Dr. Herdi Saliyoso, SE., MA?
Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025


http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP

Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 2 No. 2 Desember 2025

Cara pegawai yang menumbuhkan rasa percaya para masyarakat dalam pelayanan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir menyediakan keterbukaan
informasi baik dan bersedia membantu sesuai dengan prosedur pelayanan Bapenda. Selain
itu menyediakan pelayanan yang maksimal dan adanya kejelasan waktu pelayanan. Cara
pegawai membuat masyarakat merasa aman saat menerima pelayanan Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan pelayanan baik, tempat yang
nyaman dan aturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelayanan sesuai SOP,
keterbukaan informasi dan aturan hukum yang berlaku ya cuma masih ada beberapa oknum
yang tidak maksimal.

Faktor yang mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir
Faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
pelayanan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir meliputi faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung seperti kerjasama dan komunikasi, Ketersediaan Sumber Daya, dan
Pengembangan Teknologi sedangkan faktor penghambat meliputi Partisipasi Masyarakat,
Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, dan Ketidakpastian Hukum.
1. Faktor-faktor Pendukung;:
a. Kerjasama dan Komunikasi
Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
b. Ketersediaan Sumber Daya
Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia
maupun sumber daya keuangan, untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip
good governance.
c. Pengembangan Teknologi
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi dan akuntabilitas.
2. Faktor-faktor Penghambat
a. Partisipasi Masyarakat
Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, dan
pengaduan, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang prosedur pelayanan.
b. Sumber Daya Manusia
Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah tentang prinsip-
prinsip good governance, serta kurangnya motivasi dan kedisiplinan dalam
menjalankan tugas.
c. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat implementasi berbagai program
dan kegiatan yang mendukung good governance.
d. Ketidakpastian Hukum
Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam peraturan dan prosedur yang berlaku
dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance.

Kesimpulan
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Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir diketahui belum maksimal. Hal
ini dipengarughi oleh Faktor pendukung seperti kerjasama dan komunikasi, Ketersediaan
Sumber Daya, dan Pengembangan Teknologi sedangkan faktor penghambat meliputi
Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Anggaran, dan Ketidakpastian
Hukum.
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